


Himpunan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Ten tang 

TELEKOMUNIKASI 

No. Klass . ~~~ : .~.~ ......... ~ 
No h ck k .. ~~~;.~~ Tel ~:.·.~;}·011 
Hodi oh;'Bel; ............... ,,,,, 

~\.lt\T"t;~ ~~ 
Dari 

············~···················''' 

\~~ 1~ - ~' f\1 
0~ .\:t 0 l0\"1 



Himpumm Pcratumn Pcnmdang-Umlangan 
TentangTELf~KOMUNlKASl 

Dihimpun olch: 
Dr·. Scntosa Scmbiring, S.H., M.H. 

Copyright© 2008 pada Nuansa Aulia 

Desain Layout : 
www.sonic-stu.com 

Dcsain Cover & Montase : 
Aulia Studio 

Cctakan Pcrtama : April 2008 

Diterbitkan Oleh: 
Nuansa Aulia 
Jalan Pennai 28 No. 97 
Tclp. (022)54035l8c5403533 Fax (022) 5403518 
Margahayu Permai Banclung ( 40218) 

Anggota IKAI'I 
email: nuansaau!ia@&yahoo.co.id 

PERPUSTAKAAN NASIONAL 

KATALOG DALAM TERBITAN 

Scmhiring, Scntosa 
Himpunan peraturan perundang-undangan tentang 
telekomunikasi/Sentosa Sembiring. Cetakan I. Banclung: 
NuansaAulia, 2008. 

r. 

138 +vi hal; 

ISBN 978-979-1272-97-1 

1. Telekomunikasi Unclang-undang dan peraturan 
I. Sentosa Sembiring 

343. 009 4 

f-fimp. Peraturan dan Ferundang-undangan '!i:nlang 'fi!!ekomunilwsi 



Kata J>engantar 

Pascadigulirkannya era keterbukaan, maka berbagai sarana infonnasi baik 
Jcwat media elektronik maupun cetak dapat diakses dengan mudah oleh 
masyararakat. lnformasi yang disampaikan pun beranekaragam. Dalam suasana 
seperti ini, masyarakat pencrima informasilah yang paling utama untuk 
menentukan apakah informasi yang disebarkan olch berbagai media tersebut 
diterima begitu saja ataukah perlu dianalisis kembali. Hal ini penting, sebab 
membanj irnya informasi tidak saja dapat menggoda penerima infonnasi, akan 
tetapi informasi yang diterima bisa juga menambah wawasan dari penerima 
infonnasi. 

Pesatnya penyebaran informasi ke masyarakat dalam dekade terakhir ini, 
tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi yang cukup 
menakjubkan lebih khusus lagi dalam dunia telekomunikasi. Lewat jasa 
telckomunikasi tersebut, berbagai peristiwa pcnting yang te1jadi di berbagai 
belahan dunia lain, dcngan cepat dapat dikctahui oleh masyarakat di seantero 
penjuru dunia. 

Yang mcnjadi pertanyaan sekarang adalah apakah dalam menyampaikan 
informasi terse but ada norma yang harus dipatuhi pemberi infonnasi? Tampaknya 
di sinilah lctak problematikanya. Sebagaimana diketahui, arus informasi yang 
disampaikan kepada publik telah clikelola scem·a propesional. Dengan kata lain, 
pengelolaan informasi sudah mejadi sebuah industri yang eukup mcnguntungkan. 
Olch karena itu, para pemodal pun tidak sungkan-sungkan untuk menanamkan 
modalnya. Sebutlah misalnya untuk industri media masa atau lebih tepatnya 
Pcrs. Untukjenis usaha ini, tidaklah semata-mata mengandalkan media cetak, 
akan tetapi sudah masuk ke wilayah media online. 

Secm·a nonnatif, untuk industri pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999. Untuk itu, pers dalam menjalankan fungsinya harus norma­
norma yang ada. Tcpatnya dalam Pasal 5 ayat (l) dijelaskan scbagai berikut: 
Pers nasional bcrkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas 
praduga tak bersalah. Sedangan pengertian pers dijelaskan dalam Pasall butir 
1 yang dimaksud dcngan: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi 
massa yang melaksanakan kegiatanjurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, mcnyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 
tulisan, suara, gam bar, suara dan gam bar, serta data dan grafik maupun dalam 
bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala 
jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan, 
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha 
pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, se1ia 
perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, 
atau menyalurkan informasi. 
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Dari pcngertian eli atas, tcrlihat bahwa clcwasa ini dalam menyampaikan 
bcrita atau informasi o!eh media massa suclah clcmikian canggih, da!arn arti 
rnenggunakan tekno!ogi canggih. Salah satu sarananya adalah jasa 
tclckomunikasi. Menccrmati kcberadaan tclekomunikasi sudah dcrnikian lekat 
dengan kehiclupan masyarakat, maim clunia te!ckomunikasi pun tclah menjadi laban 
bisnis yang cukup menggiurkan. Dalam suasana scperti ini, dapat mcnimbulkan 
pcrtanyaan yang cukup menggclitik, apakah clengan diberikannya lahan bisnis 
telekomunikasi secant terbuka tidak akan menimbulkan masalah? Sebagaimana 
clikctahui, masalah telckomunikasi crat sekali kaitannya clcngan bcrbagai 
kcpentingan yang cukup strategis. Untuk itu harus dijaga scdemikian rupa agar 
pcmanfaatan tclckomunikasai benar-bcnar dipcrgunakan scsuai dengan norma­
norma yang ada. Dengan kata lain, pemanfaatanjasa tclckomunikasi harus tunduk 
kcpacla peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

Secara normtifmasalah masalah telekomunikasi eli Indonesia, cliatur dalam 
Undang-Unclang Nomor 36 Tahun '1999 ten tan Tclckomunikasi. Dalam 
pertimbangan ditcrbitkannya unclang-unclang ini discbutkan, sebagai berikut: a. 
bahwa tujuan pcmbangunan nasional ada!ah untuk mcwujudkan masyarakat 
adil dan makmuryang merata rnatcriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa penyelcnggaraan tclekomunikasi 
mempunyai arti stratcgis clalam upaya memperkukuh pcrsatuan clan kesatuan 
bangsa, memperlancar kegiatan pcmerintahan, mendukung terciptanya tujuan 
pemcrataan pcmbangunan clan hasil-hasilnya, scrta meningkatkan hubungan 
antarbangsa; c.bahwa pengaruh globalisasi dan pcrkembangan teknologi 
telckomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang 
menclasar cia lam pcnyelenggaraan dan cara pan dang terhadap telekomunikasi; 
d. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan menclasar dalam 
penyelenggaraan dan cara pandang tcrhadap telekomunikasi tcrsebut, perlu 
dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi 
nasional. 

Dalam Pasal3 UU Telckomunikasi discbutkan: lelekomunikasi diselenggarakan 
dengan tujuan untuk mcnclukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan 
kcsejahtcraan clan kemakmuran rakyat secat·a aclil dan merata, mendukung 
kehidupan ckonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan 
antarbangsa. 

Sedangkan pengcrtian telckomunikasi dijelaskan dalam Pasal I butir I sebagai 
berikut: Telckomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau 
penerimaan dari setiap infonnasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, 
gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 
clektromagnetik lainnya. Dari pengertian yang dijabarkan clalam ketentuan eli 
atas dapat diketahui baiJWa esensi dari telekomunikasi adalah mengirim dm1 
menerima infonnasi yang clilakukan lewat suatu sistem yang tersedia untuk itu. 
Dari hari ke hari, kebutuhan akan jasa telekomunikasi terus meningkat. Tak 
pclak lagi bagi pihak yang mcmpunyai naluri bisnis, pcluang sepcrti ini ticlak 
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akan dilepaskan begitu saja. Artinyajasa telekounikasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakatjika dikelola secara profesional akan mendapatkan keuntungan yang 
cukup menggiurkan. 

Mencermati binsis jasa telekomunikasi yang san gat strategis, maka dalam 
Pasal 4 ayat (I) UU Telekunikasi ditegaskan, telekomunikasi dikuasai oleh 
Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 
4 ayat ( I) di sebutkan, dalam penyelenggaraan telekomunikas i dilarang 
melaku kan kcgiatan yang dapat mengakibatkan terjad inya praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. Jadi 
di sini semakin tampak, bahwa peran negara dalam penge lolaan telekomunikasi 
cukup berperan . 

Da lam rangka untuk memahami lebih saksama, apa yang diatur dalam 
Undang-U ndang Perss dan Undang-Undang Telekomunikasi tersebut melalui 
himpunan peraturan perundang-undangan inl, diharapkan pemahaman pembaca 
tentang med ia massa dan telekomunikasi dapat lebih lengkap. Semoga 
bermanfaat. 

Bandung, Agustus 2008. 
Penghimpun 

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H 

Dosen/ Advokat 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 1999 

TENTANG 

l'ERS 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPOBLIK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa kcmerdckaan pcrs mcrupakan salah satu wujud 
kcdaulatanrakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk 
menciptakan kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan 
bcrncgara yang dcmokratis, schingga kemerdekaan 
mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantunJ 
dalam Pasal 28 Undang--undang Dasar 1945 harus dijamin; 

b. bahwa dalam kchidupan bermasyarakat, bcrbangsa, dan 
bcrnegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran 
dan pcndapat scsuai dengan hati nurani dan hak memperoleh 
infonnasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, 
yang dipcrlukan unluk mencgakkan keadilan Jan kebenaran, 
memajukan kcscjatcraan umum, dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa; 

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, 
penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melak­
sanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan 
sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang pro­
fcsional, sehingga harus mendapatjaminan dan perlindungan 
hukum, serta bebas clari campur tangan dan paksaan dari 
mana pun; 

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketert.iban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
kcadilan sosial; 

e. bahwa Undang-undang Nomor II Tahun 1966 tentang 
Kelentuan- kctenluan Pokok Pers sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah 
dengan Undang-undang Nomor 211~1hun 1982 sudah tidak 
sesuai dcngan tunlutan perkembangan zaman; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl 
clalam huruf a, b, c, d, dan c, perlu dibcntuk Undang-undang 
lentang Pers; 
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Mengingat I. Pasal 5 ayat (!), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 
Undang-undang Dasar 1945; 

2. Ketctapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nom or XV!IIMPR/ 1998 ten tang Hak Asasi 
Manusia. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 

I. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi rnassa yang 
melaksanakan kegiatanjurnalistik meliputi mencari, mernperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 
tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, 
dan segala jenis sa luran yang tersedia. 

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan 
usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor 
berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus mcnye­
lenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media 
elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalarn memperoleh 
infonnasi. 

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan 
jurnalistik. 

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers 
Indonesia. 

7. Pers asing adalah pers yang cliselenggarakan oleh perusahaan asing. 

8. Penyensoran aclalah penghapusan secm·a paksa sebagian atau seluruh materi 
informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau 
peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun, dan atau kewaj iban 
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mclapor, scrla memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan 
kcgiatan jurnalistik. 

9. Pcrnbrcdclan atau pelarangan penyiaran adalah pcnghentian penerbitan dan 
peredaran atau penyiaran secm·a paksa atau melawan hukum. 

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak 
mengungkapkan nama dan atau identitas Jainnya dari surnber berita yang 
harus dirahasiakannya. 

1 I. Hak Jawab ada1ah seseorang atau sekelornpok orang untuk rnemberikan 
tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang memgikan 
nama baiknya. 

12. Hak Koreksi ada1ah hak setiap orang untuk mengoreksi a tau membetu1kan 
kekeliruan infonnasi yang diberitakan oleh pers, baik ten tang dirinya maupun 
t:entang orang lain. 

13. Kewaj iban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi a tau ralat terhadap 
suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah 
diberitakan oleh pers yang bersangkutan. 

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 

BAB II 
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN 

PERANAN PERS 

Pasal 2 

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan 
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

Pasal 3 

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media inf01masi, pendidikan, hiburan, 
dan kontrol sosial. 

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1 ), pers nasiona1 dapat berfungsi 
sebagai Jembaga ekonomi. 

Pasal 4 

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

2. Terhadap pers nasiona1 tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau 
pelarangan penyiaran. 

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, 
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan 
mempunyai Hak Tolak. 
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Pasal 5 

1. Pers nasional berkcwajiban mcmbcritakan peristiwa clan opini dcngan 
menghormati norma-norma agama dan rasa kcsusilaan masyarakat serta 
asas praduga tak bersalah. 

2. Pers wajib mclayani Hak Jawab. 

3. Pers wajib melayani Hak Tolak. 
\ 

Pasal 6 

Pers nasional melaksanakan peranannya scbagai berikut: 

a. mcmcnuhi hak masyarakat untuk mengctahui; 

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujuclnya supremasi 
hukum, dan Hak Asasi _Manusia, scrta mcnghormati kebhinekaan; 

c. mcngcmbangkan pcndapat umum berdasarkan infonnasi yang tepat, akurat 
dan benar; 

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran tcrhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan kepcntingan umum; 

c. mcmpcrjuangkan keadilan dan kebenaran; 

BAB III 
WARTAWAN 

Pasal 7 

1. Wartawan bcbas mcmilih organisasi wartawan. 

2. Wartawan memiliki clan menaati Kocle Etik Jurnalistik. 

Pasal 8 

Dalam mclak.sanakan profcsinya wartawan mcndapat pcrlindungan hukum. 

BAB IV 
l'ERUSAHAAN PERS 

I)asal 9 

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan 
pcrs. 

2. Sctiap perusahaan pcrs harus berbentuk baclan hukum Indonesia. 

I' a sal 10 

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan katyawan 
pcrs dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bcrsih serta 
bcntuk kescjahtcraan lainnya. 

l'asal 11 

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. 
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Pasal 12 

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab 
secant terbuka mclalui media yang bersangkutan; khusus unluk penerbitan pers 
ditambah nama dan alamat percetakan. 

Pasal 13 

perusahaan iklan dilarang memuat iklan : 

a. yang berakibat merendahkan martabat. suatu agama dan atau mengganggu 
kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertenlangan dengan rasa 
kesusilaan masyarakat; 

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. pcragaan wujud rokok dan atau pcnggunaan rokok. 

l'asal 14 

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga 
negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. 

BAB V 
DEWANPERS 

Pasal 15 

l. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan 
kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. 

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut 

a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; 

b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; 

c. memberikan pe1timbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan 
pers; 

d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 

e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-per­
aturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 

f. mendata perusahaan pers; 

3. Anggota Dewan Pers terdiri dari : 

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang 
lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan 
pers; 

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. 
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